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The purpose of this study is to determine the role of Ma'had Al-Zaytun in realizing the 
World Maritime Axis in the perspective of Presidential Regulation Number 34 of 2022 
and Fiqh Siyasah. This research method uses a legal research approach that is carried 
out normatively juridical. The data sources used are primary data sources, namely 
Presidential Regulation Number 34 of 2022, Fiqh Siyasah books and secondary data 
sources, namely, books, journals, documents, laws and regulations, and so on. The 
results showed that the role of Ma'had Al-Zaytun in realizing the world maritime axis 
based on Presidential Regulation Number 34 of 2022 is to actively integrate the 
maritime curriculum, develop student skills in maritime technology, and collaborate 
with the government for the implementation of sustainable programs in the maritime 
sector. The role of Ma'had Al-Zaytun in realizing the world maritime axis based on Fiqh 
Siyasah is in accordance with Fiqh Siyasah related to Hifz Nafs and Hifz Maal. Ma'had 
Al-Zaytun has an important role in realizing the world maritime axis in accordance 
with the Fiqh Siyasah perspective in the classification of Hifz Maal (protection of 
property) and Hifz Nafs (protection of the soul). Ma'had Al-Zaytun, as an Islamic 
educational institution, plays a role in producing a generation that is not only superior 
in maritime science and technology, but also has an awareness of the importance of 
maintaining and preserving marine wealth as a mandate from Allah. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Ma’had Al-Zaytun dalam 
mewujudkan poros maritim dunia perspektif Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 
2022 dan Fiqh Siyasah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah 
Sumber data primer yaitu Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022, buku Fiqh 
Siyasah dan sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan 
perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Ma’had Al-
Zaytun dalam mewujudkan poros maritim dunia berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 34 Tahun 2022 yaitu secara aktif mengintegrasikan kurikulum maritim, 
mengembangkan keterampilan siswa dalam teknologi maritim, serta berkolaborasi 
dengan pemerintah untuk implementasi program-program yang berkelanjutan dalam 
sektor maritim. Peran Ma’had Al-Zaytun dalam mewujudkan poros maritim dunia 
berdasarkan Fiqh Siyasah adalah sesuai dengan Fiqh Siyasah terkait Hifz Nafs dan Hifz 
Maal. Ma’had Al-Zaytun memiliki peran penting dalam mewujudkan poros maritim 
dunia sesuai dengan perspektif Fiqh Siyasah dalam klasifikasi Hifz Maal (perlindungan 
harta) dan Hifz Nafs (perlindungan jiwa). Ma’had Al-Zaytun, sebagai lembaga 
pendidikan Islam, berperan dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam 
ilmu pengetahuan dan teknologi maritim, tetapi juga memiliki kesadaran akan 
pentingnya menjaga dan melestarikan kekayaan laut sebagai amanah dari Allah. 
 

I. PENDAHULUAN 
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang 

menyatakan bertumpah darah satu, yaitu tanah 
air Indonesia menunjukkan bahwa bangsa 
Indonesia adalah bangsa yang sadar akan jati 
dirinya sebagai bangsa yang memiliki daratan 
dan lautan, bangsa petani dan pelaut, serta 
bangsa penakluk gunung dan samudera. Bangsa 
Indonesia secara efektif menyatakan bahwa laut, 
selat, dan perairan di antara pulau-pulau di 

nusantara merupakan satu kesatuan yang utuh. 
Pulau-pulau di Indonesia, dari Pulau Rondo 
hingga Merauke, Pulau Miangas hingga Pulau 
Deli, Pulau Sekatung hingga Pulau Ndana, 
perairan, selat, dan samudera merupakan 
pemersatu dan bukan pemisah puluhan ribu 
pulau di Indonesia. Sekitar 70% wilayah 
Indonesia ditutupi oleh lautan. Laut Indonesia, 
yang dicirikan oleh geometri garis pantai, 
topografi, dan lorong-lorong yang rumit, 
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merupakan satu-satunya penghubung langsung 
antara Pasifik tropis dan Samudra Hindia, yang 
dikenal sebagai Arus Lintas Indonesia 
(Indonesian Throughflow/ITF).  Sebagai negara 
kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memain-
kan peran penting dalam kenaikan permukaan 
air laut global dan mitigasi perubahan iklim 
(Susanto,2018).  Dengan garis pantai yang jauh 
lebih besar daripada laut dan pulau-pulau yang 
terletak di lokasi strategis, jelaslah bahwa 
Indonesia memiliki kebutuhan mendasar untuk 
melindungi dan memanfaatkan lautnya, 
mempertahankan identitas dan budaya nasional 
yang kuat, serta memanfaatkan pulau-pulau yang 
terletak di lokasi strategis untuk meningkatkan 
kesehatan masyarakat dan menciptakan 
pembangunan berkelanjutan di masyarakat 
sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konstitusi 
(Edrian, 2017). 

Kekuatan Sriwijaya yang mampu menguasai 
Selat Malaka dan menjalin hubungan sejajar 
dengan Chola Nalanda dari India dan Dinasti 
Tang dari Tiongkok, serta kemenangan Sultan 
Fatahilah dalam mengusir Portugis di Teluk 
Sunda Kelapa, menunjukkan bahwa bangsa 
Indonesia juga memiliki budaya strategi maritim 
yang kuat. Pasca Proklamasi Kemerdekaan 
Indonesia pada 17 Agustus 1945, persatuan dan 
kesatuan tanah air Indonesia semakin erat 
setelah Indonesia dengan diplomasi yang piawai 
dan tanpa menembakkan satu peluru pun 
berhasil mengubah laut lepas yang memisahkan 
pulau-pulau menjadi perairan yang berada di 
dalam kedaulatan Indonesia yang pelaksanaan 
hak dan kewajibannya dijamin oleh hukum 
internasional, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 
(United Nations Convention on the Law of the 
Sea 1982). Konvensi tersebut telah diratifikasi 
dalam hukum nasional melalui Undang-Undang 
No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Hukum Laut. Kedaulatan atas perairan nusantara 
diperoleh setelah melalui proses penolakan oleh 
beberapa negara terhadap Deklarasi Djuanda 
pada 13 Desember 1957 dan perundingan 
multilateral yang alot selama lebih dari satu 
dasawarsa, dunia internasional akhirnya 
mengakui keinginan kuat Indonesia untuk 
mewujudkan kesatuan tanah air dengan melaku-
kan inovasi hukum yang dilakukan melalui 
proklamasi sepihak tentang negara kepulauan 
menjadi suatu asas hukum internasional 
(Nasheed & Kamal, 2023). Peran laut bagi 
Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua 
bagian: fungsi vital, yang berdampak pada 

eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dan fungsi non vital (Pudjiastuti et al., 2021). 

Posisi strategis Indonesia tidak hanya terbatas 
pada lokasinya yang berada di antara dua benua, 
Asia dan Australia, atau di antara dua samudera, 
Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, tetapi 
juga di antara Laut Cina Timur dan Laut Cina 
Selatan. Selain faktor geografis dan kondisi sosial 
ekonomi, posisi strategis Indonesia 
menempatkan Indonesia pada posisi krusial 
dalam lingkungan global, yaitu dalam 
mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi 
serta keamanan lingkungan regional dan 
internasional. Beberapa kekuatan besar dunia 
semakin memusatkan perhatian mereka pada 
kawasan Indo-Pasifik. Konsep Jepang tentang 
Pertemuan Dua Laut, yang dipresentasikan 
kepada India, seiring dengan meningkatnya 
penggunaan istilah Indo-Pasifik, menekankan 
pentingnya rute transportasi terbuka untuk 
orang, barang, modal, dan pengetahuan antara 
Jepang dan India. Konsep ini juga bertujuan 
untuk meningkatkan hubungan perdagangan 
antara kedua negara (Fathiraini et al., 2020). 

Ma’had Al-Zaytun, sebagai lembaga 
pendidikan Islam, memiliki potensi untuk 
mendukung implementasi kebijakan Poros 
Maritim Dunia melalui program "Samudra Biru," 
Ma’had Al-Zaytun bertujuan untuk mengembang-
kan potensi ekonomi di sektor kelautan dan 
perikanan dengan mengenang kembali tradisi 
pembuatan kapal kayu tradisional. Dengan 
rencana untuk memperluas kapasitas pembuatan 
kapal, Ma’had Al-Zaytun berkomitmen untuk 
mendukung nelayan Indonesia dan menjaga 
kedaulatan maritim. Namun demikian, dalam 
konteks evaluasi kebijakan dan Peran Ma’had Al-
Zaytun terkait poros maritim, perlu 
dipertimbangkan juga aspek-aspek Fiqh Siyasah. 
Fiqh Siyasah menekankan pentingnya kemaslaha-
tan umum (maslahah), keadilan, kesetaraan, 
kerjasama, dan pendidikan dalam setiap 
kebijakan. Ma’had Al-Zaytun dapat memainkan 
Peran penting dalam mendukung pembangunan 
maritim yang bermanfaat bagi masyarakat luas, 
melalui pendidikan, penelitian, kerjasama 
dengan pemerintah dan industri, pemberdayaan 
masyarakat pesisir, dan advokasi kebijakan 
maritim di tingkat nasional dan internasional. 

Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, 
latar belakang masalah ini menjadi landasan 
yang kokoh untuk penelitian lebih lanjut tentang 
Peran Ma’had Al-Zaytun dalam implementasi 
kebijakan poros maritim Dunia dari perspektif 
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Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 dan 
Fiqh Siyasah. 

 

II. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian hukum yang dilakukan 
secara yuridis normatif. Sumber data yang 
digunakan adalah Sumber data primer yaitu 
Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2022 
tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan 
Indonesia Tahun 2022-2025, buku Fiqh Siyasah 
karya Prof. Dr. H.A. Djazuli dan buku Maqashid 
Syari’ah karya Dr. Busyro, M.Ag. dan sumber data 
sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, 
peraturan perundangan, dan sebagainya. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Peran Ma’had Al-Zaytun dalam 
mewujudkan poros maritim Dunia 
perspektif Peraturan Presiden No 34 Tahun 
2022 

Ma’had Al-Zaytun, sebagai institusi 
pendidikan yang berkomitmen terhadap 
pengembangan karakter dan pengetahuan 
siswa, turut serta dalam implementasi 
kebijakan Poros Maritim Dunia. Kebijakan ini, 
yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia 
sebagai poros maritim dunia, memiliki 
dampak luas dalam berbagai sektor, termasuk 
pendidikan. Di Ma’had Al-Zaytun, penerapan 
kebijakan ini terlihat dari berbagai program 
dan juga kegiatan yang mengedepankan 
pengetahuan maritim serta kesadaran 
lingkungan (Qurgianto, 2023). 

Sinergi antara Ma’had Al-Zaytun dan 
pemerintah Indonesia merupakan elemen 
kunci dalam mewujudkan visi Indonesia 
sebagai Poros Maritim Dunia. Kerjasama ini 
mencakup berbagai aspek, mulai dari 
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan 
pengembangan, hingga implementasi 
program-program maritim yang berkelan-
jutan. Ma’had Al-Zaytun, dengan basis 
pendidikan dan nilai-nilai Fiqh Siyasah yang 
kuat, berperan sebagai mitra strategis bagi 
pemerintah dalam mengembangkan sektor 
maritim yang inklusif dan berdaya saing 
global (Meliala, 2023). Kolaborasi antara 
Ma’had Al-Zaytun dan pemerintah terlihat 
nyata dalam berbagai program pelatihan dan 
pengembangan kapasitas yang diarahkan 
untuk masyarakat pesisir. Pemerintah 
memberikan dukungan melalui penyediaan 
dana, fasilitas, dan kebijakan yang mendukung 
program-program tersebut. Di sisi lain, 
Ma’had Al-Zaytun menyediakan tenaga 

pengajar, modul pelatihan, dan fasilitas 
pendidikan yang berkualitas. Sinergi ini telah 
berhasil menciptakan program-program yang 
memberdayakan nelayan dan masyarakat 
pesisir dengan keterampilan dan pengetahuan 
yang dibutuhkan untuk meningkatkan 
produktivitas dan kesejahteraan mereka 
(Siswoputro, 2023). 

Selain itu, dalam konteks kolaborasi ini, 
Ma’had Al-Zaytun, dengan basis pendidikan 
dan nilai-nilai Fiqh Siyasah yang kuat, 
memainkan peran penting sebagai mitra 
strategis pemerintah. Sinergi ini juga 
tercermin dalam berbagai program pelatihan 
dan pengembangan kapasitas yang diarahkan 
untuk masyarakat pesisir, yang didukung oleh 
pemerintah melalui penyediaan dana, fasilitas, 
dan kebijakan yang mendukung. Menurut 
pendapat saya sebagai penulis, meskipun 
tantangan dalam kolaborasi antara Ma’had Al-
Zaytun dan pemerintah Indonesia cukup 
signifikan, upaya untuk mengatasinya terus 
dilakukan dengan gigih. Komunikasi yang 
lebih intensif dan transparan antara kedua 
belah pihak sangat penting untuk memastikan 
bahwa setiap hambatan dapat diidentifikasi 
dan diatasi dengan cepat. Dengan mening-
katkan komunikasi, Ma’had Al-Zaytun dan 
pemerintah dapat lebih mudah menyelaraskan 
visi dan strategi mereka, sehingga kerjasama 
dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Selain 
itu, peningkatan kapasitas kelembagaan juga 
menjadi kunci dalam memperkuat sinergi 
antara Ma’had Al-Zaytun dan pemerintah. 
Dengan memperkuat kelembagaan, baik dari 
segi sumber daya manusia maupun 
infrastruktur, kedua pihak dapat lebih siap 
menghadapi berbagai tantangan yang muncul. 
Peningkatan kapasitas ini juga mencakup 
pelatihan dan pengembangan keterampilan 
bagi staf dan pengelola program, sehingga 
mereka dapat menjalankan tugas dan 
tanggung jawab mereka dengan lebih baik. 
Peningkatan kapasitas kelembagaan ini pada 
akhirnya akan meningkatkan kualitas dan 
dampak dari program-program yang 
dijalankan (Prawoto & Anisa, 2023). 

Menurut pendapat saya sebagai penulis, 
Ma’had Al-Zaytun telah menunjukkan 
komitmen yang sangat kuat dalam 
mendukung kebijakan Poros Maritim Dunia. 
Institusi ini tidak hanya mengintegrasikan 
kurikulum maritim ke dalam program 
pendidikannya, tetapi juga mengadakan 
berbagai kegiatan praktis yang membekali 
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siswa dengan pengetahuan dan keterampilan 
yang relevan. Misalnya, siswa diajarkan 
tentang teknologi maritim, navigasi, dan 
budidaya ikan, yang semuanya sangat penting 
dalam konteks pengembangan sektor maritim. 
Dengan demikian, Ma’had Al-Zaytun secara 
aktif mempersiapkan generasi muda untuk 
berkontribusi dalam visi Indonesia sebagai 
poros maritim dunia. 

Selain pendidikan formal, Ma’had Al-
Zaytun juga berperan dalam berbagai proyek 
penelitian dan inovasi yang bertujuan untuk 
mengatasi tantangan-tantangan di sektor 
maritim. Misalnya, pengembangan alat 
penangkap ikan yang lebih efisien dan ramah 
lingkungan merupakan salah satu inovasi 
yang telah membantu nelayan lokal 
meningkatkan hasil tangkapan mereka tanpa 
merusak ekosistem laut. Selain itu, program 
konservasi lingkungan pesisir seperti 
penanaman mangrove dan pelestarian 
terumbu karang menunjukkan komitmen 
Ma’had Al-Zaytun terhadap keberlanjutan 
sumber daya laut. Upaya-upaya ini tidak 
hanya berdampak positif bagi lingkungan, 
tetapi juga memperkuat posisi Indonesia 
sebagai pusat kegiatan maritim global. 
Namun, perlu diakui bahwa implementasi 
kebijakan maritim di Ma’had Al-Zaytun tidak 
lepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan 
sumber daya, baik dalam hal dana maupun 
infrastruktur, sering kali menjadi hambatan 
dalam mengembangkan fasilitas pendidikan 
dan penelitian yang memadai. Selain itu, 
perubahan mindset masyarakat dan siswa 
untuk lebih peduli terhadap isu-isu maritim 
memerlukan waktu dan upaya yang konsisten 
(Suryawan et al., 2021). 

Meski demikian, upaya yang dilakukan oleh 
Ma’had Al-Zaytun merupakan bagian penting 
dari kontribusi institusi ini dalam mendukung 
visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. 
Dengan terus beradaptasi dan mengem-
bangkan program-program yang relevan, saya 
percaya Ma’had Al-Zaytun dapat terus 
memberikan kontribusi yang signifikan dalam 
mewujudkan visi tersebut. Program "Samudra 
Biru" yang diinisiasi oleh Ma’had Al-Zaytun 
merupakan langkah strategis dalam 
mendukung pengembangan ekonomi sektor 
kelautan dan perikanan Indonesia. Program 
ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 
dan keterampilan siswa dalam bidang maritim 
serta mempromosikan praktik berkelanjutan 
di sektor kelautan. Melalui pendidikan dan 

pelatihan yang komprehensif, Ma’had Al-
Zaytun berusaha membekali siswa dengan 
pengetahuan dan kemampuan yang dapat 
diterapkan langsung di industri kelautan dan 
perikanan.  

Salah satu dampak positif dari program 
"Samudra Biru" adalah peningkatan 
keterampilan praktis siswa dalam bidang 
kelautan. Melalui berbagai kegiatan pelatihan, 
seperti budidaya ikan, teknik penangkapan 
ikan yang ramah lingkungan, dan pengelolaan 
sumber daya laut, siswa Ma’had Al-Zaytun 
mampu mengaplikasikan pengetahuan 
mereka secara langsung di lapangan. Hal ini 
tidak hanya meningkatkan potensi siswa 
untuk berkontribusi dalam ekonomi kelautan, 
tetapi juga menciptakan peluang kerja bagi 
mereka di sektor perikanan dan industri 
terkait (Puspitawati, 2021). 

 
B. Peran Ma’had Al-Zaytun dalam mewujud-

kan poros maritim Dunia perspektif Fiqh  
Siyasah 

Menurut Imam Syatibi Allah menurunkan 
syariat (aturan hukum) tiada lain untuk 
menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan 
manusia, yakni kemaslahatan dunia dan 
akhirat. Singkatnya, diturunkannya syari’at itu 
hanyalah untuk mendatangkan mashlahah 
dan menjauhkan mudharat bagi kehidupan 
manusia (Aziz & Solikah, 2013). Adapun 
kriteria maslahat itu sendiri adalah tegaknya 
kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan 
akhirat. Imam Al-Syatibi kemudian membagi 
maqashid ini menjadi tiga bagian penting 
yaitu dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah 
(Milhan, 2021). 

Imam Syatibi menjelaskan bahwa syariat 
Allah diturunkan untuk menjaga 
kemaslahatan dunia dan akhirat manusia. 
Maqashid, atau tujuan utama syariat, dibagi 
menjadi tiga bagian: dharuriyyah, hajiyyah, 
dan tahsiniyyah. Dharuriyyah adalah 
kemaslahatan yang esensial dan wajib bagi 
kehidupan manusia baik di dunia maupun 
akhirat. Jika dharuriyyah tidak terpenuhi, 
dapat menimbulkan kerusakan besar. 
Maqashid dharuriyyah mencakup menjaga 
agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. 
Maqashid hajiyyah adalah segala sesuatu yang 
dibutuhkan agar manusia hidup sejahtera dan 
terhindar dari kesengsaraan. Sedangkan 
maqashid tahsiniyyah adalah hal-hal yang 
menyempurnakan kesejahteraan manusia. 
Dalam konsep ini, maqashid dharuriyyah 
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menjadi dasar dari kedua maqashid lainnya, 
dengan maqashid hajiyyah berperan sebagai 
pelengkap maqashid dharuriyyah, dan 
maqashid tahsiniyyah sebagai pelengkap 
maqashid hajiyyah (Syatibi, 2003). 

Al-Dharuriyyat Al-khams adalah konsep 
penting dalam pemikiran Islam yang mengacu 
pada lima kebutuhan dasar yang diperlukan 
untuk menjaga dan memelihara kehidupan 
manusia. Konsep ini mencakup lima hal utama 
yang dianggap sebagai kebutuhan esensial 
yang harus dipenuhi oleh individu dan 
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 
dan keberhasilan dalam kehidupan dunia dan 
akhirat. Kelima kebutuhan dasar ini adalah 
perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta. Perlindungan terhadap 
agama mencakup hak setiap individu untuk 
menjalankan keyakinan dan praktek 
agamanya tanpa tekanan atau gangguan dari 
pihak lain. Perlindungan terhadap jiwa 
mencakup upaya untuk mencegah kerugian 
fisik dan spiritual, serta menghindari segala 
bentuk kekerasan atau ancaman terhadap 
kehidupan manusia. Perlindungan terhadap 
akal berkaitan dengan kebebasan berpikir, 
belajar, dan berkembang secara intelektual 
tanpa batasan atau penindasan. Perlindungan 
terhadap keturunan meliputi hak setiap 
individu untuk membentuk keluarga dan 
melindungi keberlangsungan generasi 
berikutnya. Terakhir, perlindungan terhadap 
harta mencakup hak atas kepemilikan, 
penggunaan, dan pemeliharaan harta benda 
secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip 
keadilan sosial dalam Islam. Dengan 
memenuhi Al-Dharuriyyat Al-khams, 
diharapkan masyarakat dapat mencapai 
kehidupan yang seimbang dan harmonis, baik 
dalam aspek spiritual maupun material 
(Busyro, 2019). 

Sinergi antara Ma’had Al-Zaytun dan 
pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi 
Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia 
merupakan contoh nyata dari prinsip 
kerjasama dan gotong royong yang diajarkan 
dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah SWT 
berfirman yang artinya: Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya (QS. Al-Ma'idah: 2). 

Dalam Tafsir Al-Maraghi, ayat ini 
dijelaskan sebagai perintah kepada umat 
Islam untuk saling membantu dalam hal-hal 
yang membawa kebaikan dan ketakwaan. Al-
Maraghi menekankan bahwa kebajikan 
mencakup segala bentuk amal shaleh yang 
mendekatkan diri kepada Allah, seperti 
sedekah, pendidikan, dan kegiatan sosial 
lainnya. Ketakwaan berarti menjaga diri dari 
segala bentuk kemaksiatan dan menjauhi 
larangan Allah. Al-Maraghi juga mengingatkan 
bahwa setiap bentuk kerjasama yang 
mengarah pada dosa dan pelanggaran harus 
dihindari. Ayat ini memotivasi umat untuk 
selalu berada dalam lingkup yang positif dan 
produktif serta menegakkan nilai-nilai 
kebaikan dan ketakwaan dalam setiap aspek 
kehidupan (AL-Maraghi, 1993). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 
diambil kesimpulan bahwa Ma’had Al-Zaytun 
memiliki peran penting dalam mewujudkan 
poros maritim dunia sesuai dengan Peraturan 
Presiden Nomor 34 Tahun 2022 dan 
perspektif Fiqh Siyasah dalam klasifikasi Hifz 
Maal (perlindungan harta) dan Hifz Nafs 
(perlindungan jiwa). Pembahasan tentang Hifz 
Maal (perlindungan harta) hal tersebut sesuai 
dengan firman Allah SWT dalam Q.S. At-
Tahrim: 6 ayat ini menekankan pentingnya 
menjaga diri dan keluarga dari perbuatan 
yang bisa menjerumuskan ke dalam 
kebinasaan. Dalam konteks Ma’had Al-Zaytun, 
ini bisa diartikan sebagai tanggung jawab 
lembaga untuk mendidik santri agar memiliki 
pengetahuan dan keterampilan yang 
diperlukan dalam bidang maritim, sekaligus 
menanamkan nilai-nilai keimanan dan 
ketakwaan. Dengan demikian, para santri 
diharapkan tidak hanya menjadi profesional 
di sektor maritim tetapi juga mampu menjaga 
diri dan orang lain dari perbuatan yang 
merugikan. 

Pembahasan tentang Hifz Nafs dibahas 
dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa:9 ayat 
ini berbicara tentang tanggung jawab 
terhadap generasi yang akan datang, 
memastikan mereka tidak ditinggalkan dalam 
keadaan lemah. Ma’had Al-Zaytun berperan 
dalam mencetak generasi yang kuat dalam 
pengetahuan dan keterampilan maritim, serta 
memiliki kesadaran untuk menjaga dan 
melestarikan kekayaan laut. Ini sejalan 
dengan klasifikasi Hifz Maal dan Hifz Nafs 
dalam Fiqh Siyasah, di mana pendidikan yang 
diberikan harus mampu mengelola sumber 
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daya maritim dengan bijaksana dan 
berkelanjutan, serta memastikan keselamatan 
dan kesejahteraan para pekerja maritim. 

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai dari 
Surat At-Tahrim: 6 dan An-Nisa: 9, Ma’had Al-
Zaytun tidak hanya berfokus pada pencapaian 
ekonomi dan teknologi maritim tetapi juga 
membangun karakter santri yang bertang-
gung jawab, profesional, dan berakhlak mulia. 
Ini menjadikan mereka sebagai agen 
perubahan yang mampu berkontribusi dalam 
pembangunan poros maritim dunia yang 
berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-
prinsip Islam. Dalam Peraturan Presiden 
tersebut, fokus utama adalah pengembangan 
sektor maritim sebagai pilar strategis dalam 
pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan 
bangsa. Ma’had Al-Zaytun, sebagai lembaga 
pendidikan Islam, berperan dalam mencetak 
generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu 
pengetahuan dan teknologi maritim, tetapi 
juga memiliki kesadaran akan pentingnya 
menjaga dan melestarikan kekayaan laut 
sebagai amanah dari Allah. 

Dalam konteks Fiqh Siyasah, peran Ma’had 
Al-Zaytun dalam klasifikasi Hifz Maal 
mencakup pengelolaan sumber daya maritim 
yang bijaksana dan berkelanjutan. Hal ini 
berarti mendidik santri untuk memahami dan 
mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi 
Islam yang mendorong penggunaan harta 
dengan efisien dan adil. Sementara itu, dalam 
klasifikasi Hifz Nafs, Ma’had Al-Zaytun mene-
kankan pentingnya menjaga keselamatan dan 
kesejahteraan para pekerja maritim. Ini 
termasuk memastikan kondisi kerja yang 
aman dan juga sehat, serta memberikan 
pendidikan dan pelatihan yang memadai 
untuk menghindari kecelakaan dan risiko di 
laut. Dengan demikian, Ma’had Al-Zaytun 
tidak hanya berkontribusi dalam pencapaian 
poros maritim dunia dari perspektif ekonomi 
dan teknologi, tetapi juga dari sudut pandang 
moral dan etika Islam. Pengajaran yang 
mengintegrasikan nilai-nilai Hifz Maal dan 
Hifz Nafs ini bertujuan untuk menciptakan 
generasi maritim yang bertanggung jawab, 
profesional, dan berakhlak mulia sesuai 
dengan ajaran Islam (Busyro, 2019). 

Fiqh Siyasah, sebagai disiplin ilmu yang 
membahas tata kelola dan kebijakan publik 
dalam Islam, memiliki kontribusi signifikan 
dalam mendukung kebijakan Poros Maritim 
Dunia. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dapat 
memberikan landasan etis dan moral yang 

kuat dalam pelaksanaan kebijakan publik, 
termasuk kebijakan maritim. Di Ma’had Al-
Zaytun, prinsip-prinsip ini diimplementasikan 
untuk memastikan bahwa kebijakan yang 
dijalankan tidak hanya efektif, tetapi juga adil 
dan berkelanjutan (Miftahuddin, 2024). 

Salah satu prinsip utama dalam Fiqh 
Siyasah adalah keadilan ('adl). Prinsip ini 
mengharuskan setiap kebijakan publik untuk 
memperhatikan kesejahteraan semua pihak 
yang terlibat, termasuk nelayan, masyarakat 
pesisir, dan pelaku industri maritim. Dalam 
konteks kebijakan poros maritim, Ma’had Al-
Zaytun menerapkan prinsip keadilan ini 
melalui berbagai program yang bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyara-
kat pesisir. Program-program tersebut 
mencakup pelatihan keterampilan maritim, 
bantuan teknologi perikanan, dan upaya 
konservasi lingkungan yang berkelanjutan 
(Medina, 2024). Prinsip lain yang relevan 
adalah musyawarah (syura), yang 
mengedepankan konsultasi dan partisipasi 
masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan. Ma’had Al-Zaytun mengimplemen-
tasikan prinsip ini dengan melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan dalam 
perumusan dan juga pelaksanaan program-
program maritim mereka. Melalui forum 
diskusi dan lokakarya, masyarakat pesisir dan 
nelayan diberikan kesempatan untuk 
menyampaikan aspirasi dan kebutuhan 
mereka, sehingga kebijakan yang diambil 
lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan 
dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. 

Prinsip tanggung jawab (amanah) juga 
menjadi landasan penting dalam Fiqh  Siyasah. 
Ma’had Al-Zaytun memastikan bahwa setiap 
kebijakan maritim yang mereka jalankan 
didasarkan pada tanggung jawab moral dan 
etis untuk menjaga keberlanjutan sumber 
daya laut. Program-program konservasi yang 
diinisiasi oleh Ma’had Al-Zaytun, seperti 
penanaman mangrove dan pelestarian 
terumbu karang, merupakan bukti nyata dari 
komitmen mereka terhadap prinsip amanah 
ini. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk 
melestarikan ekosistem laut, tetapi juga untuk 
menjamin keberlangsungan sumber daya bagi 
generasi mendatang (Sagala, 2023). Namun, 
implementasi prinsip-prinsip Fiqh Siyasah 
dalam kebijakan maritim tidak selalu berjalan 
mulus. Tantangan seperti keterbatasan 
sumber daya, resistensi dari sebagian 
masyarakat, dan kurangnya dukungan dari 
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pemerintah sering kali menghambat 
pelaksanaan program-program yang telah 
direncanakan. Meski demikian, Ma’had Al-
Zaytun terus berupaya mengatasi hambatan-
hambatan ini melalui kolaborasi dengan 
berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun 
nasional, serta melalui peningkatan kapasitas 
internal mereka (Herbanu & Soediantono, 
2022). 

Menurut pendapat saya sebagai penulis, 
kontribusi Fiqh Siyasah dalam mendukung 
kebijakan Poros Maritim Dunia sangatlah sig-
nifikan. Prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, 
dan tanggung jawab yang diusung oleh Fiqh 
Siyasah memberikan kerangka kerja yang etis 
dan berkelanjutan bagi pelaksanaan kebijakan 
maritim. Melalui penerapan prinsip-prinsip 
ini, Ma’had Al-Zaytun mampu menjalankan 
program-program maritim yang tidak hanya 
fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga 
memperhatikan kesejahteraan masyarakat 
pesisir dan kelestarian lingkungan. Prinsip 
keadilan memastikan bahwa kebijakan yang 
diambil memperhatikan hak dan kepentingan 
semua pihak, prinsip musyawarah mendorong 
partisipasi aktif dari masyarakat, dan prinsip 
tanggung jawab menekankan pentingnya 
menjaga amanah dalam pengelolaan sumber 
daya laut. Selain itu, penerapan prinsip-
prinsip Fiqh Siyasah oleh Ma’had Al-Zaytun 
juga memberikan contoh nyata bagaimana 
nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam 
kebijakan publik untuk mencapai 
kesejahteraan bersama. Dengan menerapkan 
prinsip musyawarah, Ma’had Al-Zaytun 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan 
dalam proses pengambilan keputusan, 
memastikan bahwa kebijakan yang diambil 
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. Prinsip tanggung jawab yang 
dipegang teguh oleh Ma’had Al-Zaytun 
tercermin dalam berbagai upaya konservasi 
lingkungan yang dilakukan, seperti 
penanaman mangrove dan pelestarian 
terumbu karang, yang bertujuan untuk 
menjaga keberlanjutan sumber daya laut bagi 
generasi mendatang. 

Ma’had Al-Zaytun telah memainkan peran 
yang signifikan dalam memberdayakan 
masyarakat pesisir untuk lebih berperan aktif 
dalam pembangunan ekonomi kelautan dan 
perikanan. Institusi ini menyadari bahwa 
masyarakat pesisir merupakan tulang 
punggung dari sektor maritim Indonesia dan 
bahwa pemberdayaan mereka adalah kunci 

untuk mencapai visi Indonesia sebagai Poros 
Maritim Dunia. Melalui berbagai program 
pendidikan, pelatihan, dan pengabdian 
masyarakat, Ma’had Al-Zaytun berupaya 
meningkatkan kapasitas dan keterampilan 
masyarakat pesisir sehingga mereka dapat 
berkontribusi lebih efektif dalam 
pengembangan ekonomi kelautan (Susanto S. , 
2016). 

Salah satu strategi utama yang diterapkan 
oleh Ma’had Al-Zaytun adalah melalui 
pendidikan dan pelatihan berbasis komunitas. 
Institusi ini mengadakan kursus-kursus 
singkat dan lokakarya yang fokus pada 
keterampilan praktis seperti teknik budidaya 
ikan, pengolahan hasil laut, dan manajemen 
sumber daya laut. Dengan memberikan 
pengetahuan dan keterampilan yang relevan, 
Ma’had Al-Zaytun membantu masyarakat 
pesisir untuk meningkatkan produktivitas 
mereka dan menciptakan nilai tambah bagi 
hasil laut yang mereka peroleh. Pendidikan ini 
juga mencakup aspek-aspek lingkungan, 
seperti praktik penangkapan ikan yang 
berkelanjutan dan konservasi ekosistem laut, 
untuk memastikan bahwa sumber daya laut 
dapat terus dimanfaatkan dalam jangka 
panjang (Cahyadi, 2021). 

Selain pendidikan dan pelatihan, Ma’had 
Al-Zaytun juga mendorong inovasi teknologi 
di kalangan masyarakat pesisir. Melalui 
kerjasama dengan lembaga penelitian dan 
industri, institusi ini memperkenalkan 
teknologi-teknologi baru yang dapat 
membantu meningkatkan efisiensi dan hasil 
tangkapan. Misalnya, alat penangkap ikan 
yang lebih efisien dan ramah lingkungan telah 
diperkenalkan kepada nelayan setempat. 
Teknologi ini tidak hanya membantu nelayan 
meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga 
membantu mengurangi dampak negatif 
terhadap lingkungan laut. Inovasi semacam ini 
sangat penting untuk menciptakan 
keseimbangan antara peningkatan ekonomi 
dan pelestarian lingkungan (Sadaraianto, 
Anwar, & Purwanto, 2018). 

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat pesisir, Ma’had Al-Zaytun juga 
mengembangkan program-program 
pemberdayaan ekonomi. Salah satu program 
unggulan adalah pengembangan usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM) di sektor 
perikanan dan kelautan. Melalui dukungan 
finansial, pelatihan manajemen bisnis, dan 
akses ke pasar, Ma’had Al-Zaytun membantu 
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masyarakat pesisir untuk mengembangkan 
usaha mereka dan meningkatkan pendapatan 
keluarga. Program ini juga mencakup 
pembentukan koperasi nelayan yang dapat 
memperkuat posisi tawar masyarakat pesisir 
dalam rantai pasok perikanan, sehingga 
mereka dapat memperoleh harga yang lebih 
adil untuk hasil tangkapan mereka (Towadi, 
2021). 

Menurut pendapat saya sebagai penulis, 
peran Ma’had Al-Zaytun dalam pemberdayaan 
masyarakat pesisir sangatlah luas dan 
mencakup berbagai aspek, tidak hanya 
ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. 
Institusi ini menyadari bahwa kesejahteraan 
masyarakat pesisir tidak dapat dicapai hanya 
dengan peningkatan ekonomi semata, 
melainkan harus didukung oleh penguatan 
ikatan sosial dan budaya. Dengan 
menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial 
seperti gotong royong, festival budaya, dan 
kegiatan keagamaan, Ma’had Al-Zaytun 
berusaha membangun komunitas yang kuat 
dan kohesif. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya 
mempererat hubungan antarwarga tetapi juga 
menumbuhkan rasa kebersamaan dan 
solidaritas yang sangat penting untuk 
keberlanjutan pembangunan komunitas. 

Dalam aspek sosial, Ma’had Al-Zaytun telah 
berhasil menciptakan lingkungan yang 
mendukung bagi masyarakat pesisir untuk 
tumbuh dan berkembang. Kegiatan gotong 
royong, misalnya, tidak hanya membantu 
menyelesaikan berbagai masalah infrastruk-
tur di daerah pesisir tetapi juga memperkuat 
kerja sama dan saling pengertian antarwarga. 
Festival budaya yang diselenggarakan secara 
rutin juga berperan penting dalam melestari-
kan tradisi dan budaya lokal, sekaligus 
meningkatkan kebanggaan dan identitas 
komunitas. Selain itu, kegiatan keagamaan 
yang terintegrasi dalam program-program 
sosial juga membantu memperkuat nilai-nilai 
moral dan spiritual, yang menjadi fondasi 
penting dalam membangun masyarakat yang 
harmonis dan berkelanjutan. Melalui berbagai 
strategi dan program yang komprehensif, 
Ma’had Al-Zaytun telah menunjukkan 
komitmen yang kuat dalam memberdayakan 
masyarakat pesisir. Institusi ini tidak hanya 
fokus pada peningkatan ekonomi melalui 
pendidikan dan pelatihan, tetapi juga 
memberikan perhatian besar pada penguatan 
sosial dan budaya. Pendekatan holistik yang 
diterapkan oleh Ma’had Al-Zaytun ini sangat 

efektif dalam menciptakan perubahan yang 
berkelanjutan dan inklusif, serta memberikan 
kontribusi yang signifikan bagi pembangunan 
ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia. 
Dengan komitmen dan upaya yang terus 
menerus, saya yakin Ma’had Al-Zaytun dapat 
terus menjadi agen perubahan yang penting 
dalam memberdayakan masyarakat pesisir 
dan mendukung visi Indonesia sebagai Poros 
Maritim Dunia. 

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
Peran Ma’had Al-Zaytun dalam mewujud-

kan poros maritim dunia berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 
adalah Ma’had Al-Zaytun memiliki peran yang 
signifikan dalam mendukung visi Indonesia 
sebagai Poros Maritim Dunia. Institusi ini 
secara aktif mengintegrasikan kurikulum 
maritim, mengembangkan keterampilan siswa 
dalam teknologi maritim, serta berkolaborasi 
dengan pemerintah untuk implementasi 
program-program yang berkelanjutan dalam 
sektor maritim. Dengan demikian, Ma’had Al-
Zaytun berkontribusi dalam membangun 
sumber daya manusia yang kompeten dan 
peduli terhadap keberlanjutan laut. 

Peran Ma’had Al-Zaytun dalam mewujud-
kan poros maritim dunia berdasarkan Fiqh 
Siyasah adalah sesuai dengan Fiqh Siyasah 
terkait Hifz Nafs dan Hifz Maal. Ma’had Al-
Zaytun memiliki peran penting dalam 
mewujudkan poros maritim dunia sesuai 
dengan perspektif Fiqh Siyasah dalam 
klasifikasi Hifz Maal (perlindungan harta) dan 
Hifz Nafs (perlindungan jiwa). Ma’had Al-
Zaytun, sebagai lembaga pendidikan Islam, 
berperan dalam mencetak generasi yang tidak 
hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan 
teknologi maritim, tetapi juga memiliki 
kesadaran akan pentingnya menjaga dan 
melestarikan kekayaan laut sebagai amanah 
dari Allah. 

 

B. Saran 
Ma’had Al-Zaytun dapat meningkatkan 

integrasi kurikulum dengan lebih mendalam 
terkait kebijakan Poros Maritim Dunia yang 
diatur dalam Peraturan Presiden No. 34 
Tahun 2022. Hal ini meliputi peningkatan 
materi yang berkaitan dengan keberlanjutan 
laut, manajemen sumber daya, dan teknologi 
maritim untuk mendukung generasi yang 
terampil dan peduli terhadap lingkungan. 
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Ma’had Al-Zaytun dapat memperkuat 
program-program yang mengajarkan 
pentingnya menjaga ekosistem laut, termasuk 
pelestarian terumbu karang dan konservasi 
mangrove. 

Penelitian yang lebih lanjut dengan fokus 
pada aplikasi hukum Islam dalam konteks 
lingkungan maritim. Ma’had Al-Zaytun dapat 
memfasilitasi penelitian yang mengulas lebih 
mendalam implikasi hukum dan etika Islam 
terhadap kebijakan maritim global, sehingga 
memberi kontribusi signifikan terhadap visi 
Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. 
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